
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 34 TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH AERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

TAHUN 2024 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa berdasark an ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan 
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam egeri Nom or 86 
Tahun 20 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengen dalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana 
Pembang n an J angka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan J angka Menengah Daerah , serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan angka anjang 
Daerah, Re cana Pem bangunan J angka M n engah Daerah 
dan Rencana Kerj Pem erin tah Daerah, BAPPEDA 
menyampaikan selur h rancangan akhir Renja Perangkat 
Daerah yang telah diverifikasi k epada Kepala Daerah 
melalui S k retaris Daerah untu k d i tetapk an dengan 
Peratu ran Kepala Daerah dan penetapan Renja Perangkat 
Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada 
ten tang RKPD ditetapkan; 

b. bahwa be dasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu m enetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 ten tang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
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Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

3. Undang-Undang Nom or 17 tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind nesia 
Nomor 4700); 

4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t n tang 
Pemerintahan Da erah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 014 Nomor 244 , Tambahan Lem aran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah 
diu bah dengan beberapa kali, terakhir dengan U dang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengga nti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2023 
Nomor 41, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang 
Administrasi Pemerintahan (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 560 1) sebagaimana telah 
d iubah dengan beberapa kali , terakh ir den gan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan 
Pem erintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menja di Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ten tang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peru bah an Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran N egara Repu blik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2019 
Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia 
Nomor 6323); 

9 . Peraturan Presiden Repu blik Indonesia N omor 18 
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan J angka 
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahu n 2017 
ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evalu asi Rancangan 
Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan J angka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan J angka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 
Pembangunan J angka Panjang Daerah, 
Pembangunan J angka Menengah Daerah dan 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Indonesia Tahun 20 17 Nomor 1312) ; 

Rencana 
Rencana 
Rencana 
epublik 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 
tentang Sistem Informasi Pembangu nan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538); 

12 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
N egara Repu blik Indonesia Tah un 20 19 N omor 1114); 

13. Peraturan Menteri Dala m Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
N egara Repu blik Indonesia Tah un 2019 N omor 1447); 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 
Tahun 2021 ten tang HasH Verifikasi, Validasi dan 
Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 
Tahun 2009 tentang Sistem · Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2019 
Nomor 6 Seri E, Tarnbahan Lembaran Daerah Nomor 64); 



4 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 
Tabun 2010 tentang Pengembangan Wilayab Jawa Barat 
Bagian Selatan Tabun 2010-2029 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tabun 2010 Nomor 28 Seri E); 

18. Peraturan Daerab Provinsi Jawa Barat Nomor 8 
Tabun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengab Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi 
J awa Barat Tabun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 237) sebagaimana telab diubah engan 
Peraturan Daerab Provinsi Jawa Barat Nomo 8 
Tahun 202 1 tentang Perubahan atas Peraturan aerab 
Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tabun 2019 tentang Re cana 
Pembangunan Jangka Menengah Tabun 20 18-2023 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahu n 2021 
Nomor 8 , Tambaban Lembaran Daerab Provinsi J awa Barat 
Nomor 252); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tabun 2010 tentang Rencana Pembangunan J angka 
Panjang Daerab Kabupaten Tasikmalaya Tabun 
2005-2025; 

20. Peraturan Daerab Kabu paten Tasikmalaya N omor 2 
Tahun 20 12 tentang Rencana Tata Ruang Wilayab 
Kabu paten Tasikmalaya 20 11-2031 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tabun 20 12 Nomor 2); 

21. Peratu ran Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 
Tahun 20 14 tentang Sistem Perencanaan Pem angunan 
Daerah Kabupaten Tasikm alaya (Lembaran Daerab 
Kabupaten Tasikmalaya Tabu n 201 4 Nomor 10) ; 

22 . Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tabun 2016 ten tang Tata Cara Pembentukan Produk 
Huku m Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahu n 20 16 Nomor 1); 

23. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 ten tang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Daerab Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerab Kabupaten Tasikmalaya Tabun 2016 
Nomor 3); 

24. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 
Tabun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengab Daerab Kabupaten Tasikmalaya Tabun 
2021-2026 (Lembaran Daerab Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 11); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Bu pati adalah Bu pati Tasikmalaya. 
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ta sikmalaya. 
3. Pem erintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemeri tahan 

a rah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang m enjadi 
kew angan daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lem baga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah. 

5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat 
Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 
1 (s tu ) tahu n . 

6. Ren ana Kerja dan Anggaran Perangka t Daerah yang selanju tnya disingkat 
RKA Perangkat Daerah adalah doku men perencanaan dan penganggaran yang 
beri i rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat 
Daerah serta rencana pembiayaan sebaga i dasar penyusunan Anggaran 
Pend patan dan Belanja Daerah. 

7. Perangkat Daerah adalah u n su r pem bantu Bupati dalam penyelenggaraan 
urusan pem erin tahan yang m enjadi kewenangan Daerah Kabu paten . 

BAB II 
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

Pasal2 

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah doku men perencanaan 
pembangunan Perangkat Daerah u ntuk periode 1 (satu) tahun yaitu 
tahun 2024 dimulai pada tanggal1 Janu ari 2024, dan berakhir pada tanggal 
31 Desember 2024. 

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disusun dengan sistematika melipu ti: 
Bab I : Pendahuluan 
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 
Bab V : Penutup 
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Pasal3 

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
merupakan penjabaran Tahun IV Reneana Strategis Perangkat Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang memuat evaluasi kinerja 
tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran serta reneana kerja dan pendanaan 
Perangkat Daerah. 

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun Reneana Kerja 
Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024. 

(3) Pelaksanaan lebih lanju t Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dituangkan 
dalam Doku men Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahu n 2024. 

Pasal4 

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
r iri atas: 

1. ekretariat Daerah; 
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
3. Inspektorat Daerah; 
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 
5. Dinas Kesehatan; 
6. Din a s Pekerjaan Umum, Tata Ru ang, Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman, dan Lingkungan Hidup; 
7. Sa tuan Polisi Pamong Praja; 
8. Dinas So sial , Pengendalian Pendudu k, Keluarga Bereneana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
9. Dinas Pemberdayaan Masyaraka t dan Desa; 
10. Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah, Perindu strian dan 

erdagangan; 
11. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; 
12. Di a s Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan; 
13. Dinas Kependudukan dan Peneatatan Sipi1; 
14. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja; 
15. Dinas Perhu bungan, Komunikasi dan Informatika; 
16. Badan Pereneanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah; 
17. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 
18. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah; 
19. Badan Penanggulangan Beneana Daerah; 
20. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 
21. Keeamatan Bantarkalong; 
22. Keeamatan Bojongasih; 
23. Keeamatan Bojonggambir; 
24. Keeamatan Ciawi; 
25. Keeamatan Cibalong; 
26. Keeamatan Cigalon tang; 



27. Kecamatan Cikalong; 
28. Kecamatan Cikatomas; 
29. Kecamatan Cineam; 
30. Kecamatan Cipatujah; 
31. Kecamatan Cisayong; 
32. Kecamatan Culamega; 
33. Kecamatan Gunungtanjung; 
34. Kecamatan J amanis; 
35. Kecamatan Jatiwaras; 
36. Kecamatan Kadipaten; 
37. Kecamatan Karangjaya; 
38. Kecamatan Karangnunggal; 
3 . Kecamatan Leuwisari; 
40 . ecamatan Mangunreja; 
4 1. Kecamatan Manonjaya; 
42. Kecamatan Padakembang; 
4 3 . ecamatan Pagerageun g; 
4 4. Kecamatan Pancatengah; 
45 . K camatan Parungponteng; 
46. Kecamatan Puspahiang; 
47. Kecamatan Rajapolah; 
48. Kecamatan Salawu; 
49. Kecamatan Salopa; 
50. Kecamatan Sariwangi; 
51. Kecamatan Singaparna; 
52. Kecamatan Sodonghilir; 
53. Kecamatan Sukahening; 
54. Kecamatan Sukaraja; 
55. Kecamatan Sukarame; 
56. Kecamatan Sukaratu; 
57. Kecamatan Sukaresik; 
58. Kecamatan Tanjungjaya; dan 
59. Kecamatan Taraju. 
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(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Pasal 5 

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat diubah dalam hal tidak sesuai 
dengan perkembangan tahun berjalan. 

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan 
menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024. 
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Pasa16 

(1) Perangkat Daerah membuat laporan keuangan dan laporan kinerja triwulan 
dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian 
ten tang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati 
dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, 
Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan 
dan Pendapatan Daerah serta Inspektur Daerah, paling lambat 14 (empat 
belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. 

(3) Laporan keu angan dan laporan kinerja menjadi ma sukan dan bahan 
pertimbangan untuk analisis dan evaluasi usulan anggaran tahu n berikutnya 
yang dajukan Perangkat Daerah. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Beri a Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
Pada tanggal 11 t us 2~23 

SEKRETARI 
KABUPATENT 

MO~MADZEN 

Ditetapkan di Singap rna 
Pada tanggal 111 19ustus 2©23 

SIKMALAYA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 34 


